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Kualitas pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik
pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Rokan
hilir.

ABSTRAK

Ade Sugianto
167310873

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas pelayanan
penerbitan kartu tanda penduduk elektronik pada dinas kependudukan dan catatan
sipil kabupaten Rokan _hilir,-*adapun indikator yyang digunakan penulis pada
penelitian ini- ada 5(lima) yakni; Reliability (Kehandalan),~ Responsive (
Ketanggapan),  Assurance ,(Jaminan), Tangible (Berwujud), dan Empathy
(Empati) dan tempat penelitian ini berlokasi di Disdukcapil kabupaten Rokan hilir
dan penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dimana penulis
melakukan penelitian langsung Ke Disdukcapil kabupaten Rokan hilir agar dapat
penomena yang berasal dari fakta yang bersifat aktual, pada saat peneliti dengan
menggunakan tipe penelitian dengan wawancara, observasi dan-dokumentasi teori
yang di gunakan didalam penelitian ini yaitu teori zeithaml (1990;25). Adapun
hasil dari penelitian memperoleh Kkesimpulan yaitu didalam memberikan
pelayanan terhadap masyarakat masih kurangnya ketersediaan akses yang baik
dikantor Disdukcapil kabupaten Rokan hilir seperti akses jaringan , ruang tunggu
dan kurangnya Kketersediaan blangko dan masih minimnya kesadaran pegawainya
seperti masih meninggalkan tugasnya di jam kerja didalam melakukan pelayanan
terhadap masyarakat dalam /penerbit kartu ttanda penduduk elektronik dinas
kependudukan dan catatan sipil kabupaten Rokan hilir. Berdasarkan pada berbagali
pertemuan yang didapat penulis dilapangan serta dari kesimpulan peneliti ini
Perlunya peningkatan disiplin pegawai agar tidak meninggal kan perkerjaannya
didalam jam kerja.Sebaiknya diberikan penjelasan mengenai persyaratan yang
ditetapkan oleh pihak Disdukcapil kabupaten Rokan hilir.Sebaiknya pegawai
harus tanggap dan respon terhadap masyarakat.yang melakukan disetiap urusan
terutama dalam pembuatan Pernebitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Kata kunci : kualitas, pelayanan, masyarakat.
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Quiality of service for issuing electronic ID cards at the
Population and Civil Registry Office of Rokan Hilir Regency.

ABSTRACT

Ade Sugianto

167310873
This study aims to determine and explain the quality of electronic ID card
issuance services at the Population, and Civil Registry Office of Rokan Hilir
Regency, while the indicators that the author’uses, in this study are 5 (five),
namely; Reliability, Responsiveness (Responsiveness), Assurance (Guarantee),
Tangible (tangible), and Empathy (Empathy) and the place of this research is
located in Disdukcapil Rokan Hilir Regency and this research uses a descriptive
survey methed where the author conducts research directly to Disdukcapil
Regency Rokan Hilir in order to get a phenomenon that comes from actual facts,
if the researcher uses the type of research with interviews, observations and
documentation-of the theory used in this study, namely the theory of Zeithaml
(1990:25). The-results of the study concluded that in providing services to the
community there was still a lack of good. access to the Disdukeapil office in the
downstream Rokan district such as network access, waiting rooms and lack of
availability of blanks as well as lack of employee awareness such as because they
still left their duties during working haurs.in.providing services to the community.
on the issuer of the electronic ID card of the Population and Civil Registry Office
of Rokan Hilir Regency. Based on various meetings obtained by the author in the
field and from the conclusions of this researcher, it is necessary to increase
employee discipline . so as not to leave his job during working hours. It is
advisable to provide an explanation of the requirements set by the Disdukcapil of
Rokan Hilir Regency. Employees need to be responsive and responsive to people
doing this. in every business, especially in the issuance of Electronic Identity
Cards.

Keywords: quality, service, community.

Xiv
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

or yang dapat

dasarnya
2 mpercepat

terwujudnye endidikan

politik ditingka

h L G

=

tentang

Pemerintaha

menyebutkan Pemerintah daerah ada nyelengara urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan dewan perakilan rakyat daerah menurut menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam
sistem dan prisip Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945, angka tiga
menyebutkan  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

Penyenglengara Pemerintah Daerah yang dipimpin pelaksanaan urusan

Pemerintah yang menjadi kewenangan Otonom.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Pemerintah Daerah memiliki peran trategis dalam pembinaan dan
pengawsan Pemerintah di Daerahnya, kerena dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 tentang ketentuan umum

Pasal 1 angka rusan__Pen adalah  kekuasaan

“h\““ .'a' nnya  di
nga g Daerah

Q)

=05 502

.‘
"ﬁ

engurus sendiri  urusan

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. Tenaga kerja;

b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. Pangan;

d. Pertanahan;



N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

e. Linkungan hidup;

f.  Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa. Berkaitan dengan pelayanan ,otonomi daerah memiliki
kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. selain dalam
Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Pasal pasal 1 Ayat
(1) menyatakan pemerintahan daerah adalah penyenggaraan urusan

pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perawakilan Daerah menurut



asas otonomi dan tugas pembantuan dangan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana
yang di maksud dalam undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun»2014 Pasal _1.Ayat (6) menyatakan otonomi
daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepetingan masyarakat setepat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Repbuplik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007
Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi kependudukan, di mana pada BAB |1l Tengtang Kelembagaan
dijelaskan dalam menyelenggarakan urusan administrsi kependudukan di
Kabupaten / Kota, di bentuk Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
sebagai intansi pelaksana yang. di atur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan surat keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang
Penataan dan Peningkatan pembinaan penyelenggaraan pencatatan sipil,
bahwa penyelengaraan catatan sipil yang semula tanggung jawabnya berada
pada Departemen Kehakiman,di. alihkan kewewenangan nya dan tangung
jawabnya ke Departemen Dalam Negeri yang petugas pencatatannya pada
waktu itu di namakan pegawai Catatan Sipil. Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari sekian
banyak intansi publik khususnya di Rokan hilir.sebagai intansi publik
Disdukcapil juga mempunyai tujuan yang sama seperti tujuan intansi publik

pada umumnya vyaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tampa



mengharapkan keuntungan atau balas jasa melainkan bertujuaan pengabdian
kepada Negara untuk menlayani kebutuan masyarakat.

Susuna organisai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
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. Bidang Pengelolaan Invormasi Adminitrasi Kependudukan, membawabhi;
a. Seksi Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan;
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
c. Seksi Tata Kelola dan SDM TIK;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawabhi;

a. Seksi Kerja Sama;
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b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;

c. Seksi Inovasi Pelayanan;

7. Unit Pelaksaan Teknis Dinas;

dan

ng kepala

ak tetap /

. Penerbitan kartu tanda penc onik (KTP-E)

4. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) hilang atau rusak
5. Penerbitan surat keterangan pidah

6. Penerbitan kartu identitas anak (KIA)

7. Penerbitan Akta Kelahiran (Umum)

8. Penerbitan Akta Kelahiran (Terlambat)

9. Penerbitan Akta Kematian
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10. Penerbitan Akta Perkawinan (Untuk Non Muslim)
11. Penerbitan Akta Peceraian (Untuk Non Muslim)

12. Penerbitan Akta pengangkatan Anak

semakin bertar eiring deng s 3_di kabupaten
rokan hili

mengurus

<R

_



Tabel 1.1 : Data Jumlah Penduduk dan yang Mengurus E-ktp pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Rokan Hilir tahun 2020

No | Kdkec Nama Kecamatan Jumlah Jumlah KK

Penduduk

1 | 140701 | Kubu 25.444 6.704

2 | 140702 | Bangko 79.167 21.761

3 | 140703 | TanahPutih 68.499 18.556

4 | 140704 | Rimba:Melintang 38,715 10.527

5 | 140705 | Bagan Senembah 143.769 38.627

6 | 140706 | Pasir Limau Kapas 37.030 9.703

7 | 140707 | Sinaboi 18.355 4,776

8 | 140708 | Pujud 69.686 18.636

9 | 140709 | Tanah Putih Tajung Melawan | 14.879 3.955

10 | 140710 | Bangko Pusako 62.916 16.750

11 | 140711 | Simpang Kanan 25.371 6.899

12 | 140712 Batu Hampar 9.509 2.558

13 | 140713 | Rantau Kopar 6.685 1.907

14 | 140714 | Pekaitan 15.920 4.321

15 | 140715 Kubu Babussalam 23.857 6.291

Total Jumlah 639.802 171.971

(Sumber : Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Rokan
Hilir Semester Satu Tahun 2020)

Adapun di dalam ‘mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik akan

melalui beberapa tahapan didalam pengurusan dan masyarakat atau pelapor

harus sudah memenuhi beberapa persayaratan di dalam pengurusan kartu

tanda penduduk elektronik, mayarakat atau pelapor harus sudah berumur 17

tahun dengan membawa persyaratan yang di wajibkan seperti photo copy

kartu keluarga dan selajutnya melakukan ferivikasi dan perekaman data

kemudian masyarakat bias register pengabilan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik .
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Adapun alur di dalam pengurusan kartu tanda penduduk elektronik
yang sudah di tetapkan oleh kemedagri (kementrian dalam negeri) sebagai

berikut;

Kependudukan Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil menjadi tolak
ukur usaha yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat. Memperhatikan
perbandingan antara masyarakat yang dilayani dengan dokumen yang
diterbitkan. Selain itu terdapat perbandingan antara masyarakat untuk
mengurus dokumen kependudukan dengan jumlah masyarakat yang

seharusnya dilayani
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Tabel 1.2 : Data Jumlah Penduduk dan yang Mengurus E-KTP pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Rokan Hilir tahun 2019

No | Kdkec Nama Kecamatan Mengurus
-KTP
1 | 140701
2 |14
3
4
5 |1 m /
6 | 140706 Sir
7 14 i
8 |14
9 |140 n
10 | 140 Koq | =
11 | 140 i nan | B
12 | 140 ar Y
13 | 140 ntau Kopar
14 | 140 itan ]
15 | 1407 uBa |
J |
N -
(Sumber : Din upaten Rokan
Hilir un 20
Dengan adany. kepengurusan Kartu

Tanda Penduduk Elektro inas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. harus benar-benar bisa
Mengoptimalkan seluruh Pelayanan Administrasi yang ada di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, dan penulis

menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut;

10
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1. Di dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik mayrakat sangat
membutuhkan pelayanan yang baik dan prima yang diberikan oleh pihak

terkait Yakni Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Kabupaten

dan menemui

waktu yang sudah di tetepkan dalam perda kabupaten rokan hilir. Di sini
penulis mengindikasi Belum terlaksana sepenuhnya Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pasal 148A ayat

(1) dan (2).

11
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1.2. Rumusan Masalah
Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang yang

menjelaskan bahwa belum berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan

Hilir Nomor ahu 2 ta slengaraa Administasi

1. Untuk mengetahui menjelaskan  Kualitas Pelayanan
Adminitrasi Kependudukan Dikantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktot Penghambat pelayanan
Adminitrasi Kependudukan Di kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

12
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1.4, Manfaat Dan Kegunaan Penelitian
Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa

manfaat dan kegunaan yakni;

Ingan dengan

dan juga

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah
satu bahan refenrensi bagi Akademisi untuk melakukan
penelitian  selajutnya dalam bidang penyelenggaraan

Adminitrasi Kependudukan.

13
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1.4.2 Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya

14
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BAB Il
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

sendiri da
menjadi rintz or _": adan at o s,setelah di
tambah ak n,cara atau
perihal, Be memerintah

tersebut.

memalukan sesuatu yang harus dilakukan dengan demikian pemerintah
dapat di artiakan sebagai orang ,bandan atau aparat yang mengerluarkan dan
memberi perintah.

Menurut wirjono prodjodikoro (dalam Yusri Munaf 2016:77)
mengatakan pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dalam arti sempit,

pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan

yaitu lembaga —lembaga kenegaraan yang diatur secara lasung oleh Undang-

15
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Undang Dasar 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur didalam undang-
undang, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah

presiden/eksekutif.

dilakukan

berbentuk kemudi kapal.

Kemudian Kansil Menambahkan (2008 ; 17) Menyatakan didalam
bidang ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai organ (alat)
negara yang menjalankan tugas atau fungsi dan pengertian pemerintahan

sebagai fungsi dari pada pemerintah.

16
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Ndraha (2010:4) Dari beberapa Negara, antara pemerintah dan
pemeritahan tidak dibedakan. inggris menyebutnya “Government” dan

prancis menyebutnya “Government”, dalam bahasa arap “Hukuman”.di

diperintah
adalah yang

ses layanan

oA N E

xS
3
N
©
@D
>
«Q
(<5}
=
c
-
QD
>

Menurut Awing dan Mendra Wijaya (2012:6) pemerintah adalah
sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public dan
gerakan kekuasaan eksekutif, politik melalui adat istiadat, institusi dan
hukum dalam sebuah negara.

Apabila jika dilihat dari definisi pemerintah  (Syafiie,2005:20)

mengemukakan bahwa Pemerintah berasal dari kata Perintah, yang paling

17
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sedikit kata “perintah” tersebut saling memiliki kewenangan dan pihak
Pemerintah memiliki ketaatan.

Sedangkan menurut Syafie (2013:12) Pemerintah adalah kelompok

lama me

pada kek

memiliki

Menurut U.Rosenthal (dalam Taliziduhu Ndraha 2010:16) yang
berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom
memperlajari bekerjaan strutur-strutur dan proses-proses pemerintahan
umum baik internal maupun eksternal.

Islamy : (2004) Pemberian tanggung jawab lebih besar diberikan

kepada pegawai yang mempunyai kompetensi yang memadai petugas

18
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dengan kompetensi dapat meberikan pelayanan sesuai tanggung jawab yang

dipercayai kepadanya. pembagian akuntabilitas dan responsipitas sulit

dilakukan pada pegawai yang terlatih yang tidak terdidik.

merumu

diingikan

perencana

menjadi pe

waktu, dan materi lain yang dapat mengasilkan atau mencapai suatu output.

Sri Maulidiah (2014:374) Efesiensi dalam pelayanan publik dapat
dilihat dari perspektif pemberi layanan maupun pengguna layanan dari
perpektif pemberi layanan organisasi pemberi layanan harus mengusahakan
agar harga pelayanan murah dan tidak terjadi pemborosan sumber daya

publik.

19
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2.1.4. Konsep Tugas Pembantuan

Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7

tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, meliputi;

b. Tata Cara Pelimpahan
c. Tata Cara Penyelenggaraan dan
d. Tata Cara Penarikan Pelimpahan

Dalam pasal 10 PP No.7 Tahun 2008 Dekonsentasi dan Tugas

Pembantuan adalah;

20
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1) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagai mana di maksud

dalam Pasal 8 meliputi;

a. Penugasan Urusan Pemerintahan

2.1.5. Konsep Pelayanan

Sri Maulidiah (2014:38) Dalam kamus besar bahasa Indonesia di
nyatakan dengan jelas tentang pengertian dari pelayanan yakni, pelayanan
adalah suatu usaha-usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa

yang diperlukan oleh orang lain.

21
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Riskasari&Hamrun (2017). Pelayanan publik memwajibkan
pemerintah untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai tercamtum di

dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang

bagi seba

membutu

o

publik adalah pengadaar

pemerintah dan non pemerintahan.

Sri Maulidiah (2014:39). Pengertian dari pelayanan yang diberikan
olen Gronross lebih menekankan bahwa pelayanan merupakan suatu
rangkaian dari aktifitas dan bersifat tidak berwujud secara nyata yang

merupakan hasil dari suatu proses interaksi antara unsur konsumen yang

22
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sebagai penerima pelayanan dengan unsur karyawan sebagai orang yang

memberi pelayanan.

Sri Maulidiah (2014:41) Pelayanan dari bahasa sevice yang berati

Q@‘

dipenuhi secara @

tidak sama sekali.
2. Sistem nilai perlindungan dan pemeriharaan.
3. Sistemnilai pengusahaan dan pengembangan.
Menurut Subarsono didalam  (Sri Maulidiah 2014:23). bahwa
produk pelayan publik yang berupa barang dapat berlaku untuk banyak

orang, sebaliknya jasa pelayanan yang diterima seseorang belum tentu
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sesuai atau sama dengan jasa pelayanan yang diterima atau diharapkan oleh
orang lain. Artinya meskipun seseorang mendapatkan jenis pelayanan yang

sama tetapi kerena bentuknya yang bentuknya tidak berwujud, pelayanan

program

masyakat

o

dalam melaksanakan kews

2.1.6. Konsep Kualitas Pelayanan
Terkait dengan kualitas dari suatu proses penyelenggaraan pelayanan
publik , maka menurut Tjiptomo (2002 : 42) yakni kualitas pelayan adalah
adanya sesuatu kesesuaian dengan berbagai bentuk persyaratan, kecocokan
pada pemakaian, perbaikan atau penyepurnaan, kesinabungan, bebas dari

kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhanpelanggan baik sejak awal
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penyelenggaraan pelayan publik maupun setiapsaat untuk dapat

melakukan segala sesuatu dengan tepat dan benar, sehingga sejak awal dan

adanya sesuatu yang dilakukan untuk proses membahagiakan dan

proses pe

yang be

lingkunga ana penile : \ pat ditentukan

dalam  menilai S nyelengara pelayanan  publik  yang
diselengarakan oleh institusi pemerintahan tersebut.

Sedangkan Menurut Supriyatno (2009 ;316). nilai nilai yang
berlaku dalam konsensus terhadap suatu kualitas pelayanan publik yang
diterima oleh masyarakat.

Sedangkan Menurut Nurdin (2019 ; 18) Menyatakan Bahwa

kecenderunggan bahwa birokrasi pemerintahan belum sepenuhnya dan
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belum mampu memberikan kualitas pelayanan publik yang memadai, di

tandai dengan berbagai keluhan dari masyarakat publik yang dilayanai

oleh pemerintah.

agai

termaksud

salah satu indika i )emerintahan dalam

Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya
petugas yang melayanani dan banyaknya pasilitas pendukung

seperti computer;
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5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan

lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat pakir, ketersediaan

informasi dan lain-lain;

Zeithaml
(sepuluh) d

pelayanan

bertanggung jawab terhadap kualitas yang di berikan;

4. Kompetensi (Competence), tuntutan yang di milikinya, pengetahuaan
dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayan;
5. Kesopanan (Courtesy), sikap atau prilaku ramah, bersahabat, tanggap
terhadap keingginan konsumen serta mau melakukankontak atau

hubungan pribadi;
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6. Kreativitas (Creability), sikap jujur dalam setiap upaya untuk
menarik kepercayaan masyarakat;

7. Keamanan (Security), jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari

sekaligus

u kepada

melakukan

Menurut (Sri Maulidiah 2014:107). Proses peningkatan kualitas
pelayanan publik akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh
faktor-faktor dari pelayanan publik itu sendiri yang antara lain adalah;

a) Kesadaran dari penjabat atau pemimpin pemerintah.

b) Kesadaran dari unsur pelaksana teknis pelayanan publik.

c) Adanya aturan pelayanan publik yang memadai.
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d) Organisasi mekanisme sistem pelayanan yang lebih dinamis.
e) Pendapatan atau imbal jasa pegawai yang cukup memadai.

f) Kemapuan dan keterapilan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan

perlaku
nilai bak

keunggulz

pelayana
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2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian

perbandingan dan selajutnya penulis dapat menghasilkan kesimpulan

terdahulu

Amirzan
Amzar
(2016)

Kualitas

Pelayanan Kartu

Tanda
Penduduk
Elektronik

ialah upaya penulis

an ¥ LIS

Nﬁﬁﬁﬁﬂs IS LA M ™
= : £ F

2

untuk  mencari

m proses berpikir

30

Perbedaan

13 Y I‘\“F

Perbedaan
Penelitian
Lebih Tentang
Kualitas
i| Pelayanan
Pegawali

ini

2008,
kebijakan
mempunya
i enam
criteria
yakni;
1.Efektifita
S
2.Efesiensi
3.Kecukup
an
4.Perataan

Sangat
baiknya
kualitas

Lebih
Kepada
Kualitas

yang Pelayanan

diberikan
terhadap
Pelayanan
Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
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3 4 5
5.Responsi
vitas
6.Kelayaka
n
Perbedaan
Tempat
Penelitian

penelitian
dimana
peneliti
mengidenfif
ikasi intisari
pengalaman
manusia
tentang
fenomena
seperti yang
dideskripsik
an oleh

partisipan

I

S LT

Penelitiannya
di lakukan di
dikantor
Camat
Kecamatan
Kerumutan
Kabupaten
Pelalawan

Elektronik,
adapun
yang
mendukun
g dan
mengahaba
t antara
lain
1.kurangny
a
sosialisasi
2.kurangny
a
ketersedian
SDM

Perbedaan
penelitian ini
terletak pada
lokasi
penelitian, dan
objek
penelitian
yaitu  fokus
pada kualitas
pelayanan E-
KTP
Elektronikdi
Dinas
Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil di
Kabupaten
Rokan hilir.
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4
3.sarana
dan
prasarana

yang
memadai
asih

SZE

ata
pokus
o

8 SBEcRs

il penelitian, dan

it | Rokan hilir.

Perbedaan

penelitian ini
terletak pada
lokasi

objek
penelitian
yaitu  fokus
pada kualitas
pelayanan E-
KTP
Elektronikdi
Dinas
Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil di
Kabupaten
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2.3. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ialah pada dasarnya merupakan arah bagi penulis
untuk penalaran agar bisa memberikan jawaban sementara atas rumusan
masalah yang telah di sebutkan oleh penulis. Kemudian di ukur dengan
teari yang dijadikan sebagai indikator serta phenomena yang terjadi maka
penulis akan menjelaskan.hubungan diantara unsur-unsur tersebut supaya
tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Didalam penelitian ini
penulis _menggunakan konsep teori Zeithaml (dalam - hardiansyah
2011,;40) dimana ada lima demensi kualitas pelayanan publik yakni;

1. Reliability (Kehandalan)
a. Kecermatan Petugas dalam melayani masyarakat
b." Kemapuan petugas dalam menggunakan alat bantu dalam
proses
2. Responsiveness (Ketanggapan)
a. . Semua keluhan direspon oleh petugas
b. Pegawai melakukan pelayanandengan cepat dan tepat
3. Assurance (Jaminan)
a. Petugas memberikan jaminan tempat waktu dalam pelayanan
b.  Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan
4. Tangible (Berwujud)
a. Fasilitas Fisik
b. Kemudahan dalam proses pelayanan
5. Empathy (Empati)
a. Melayani dengan tidak. membedakan masyarakat (diskriminati)
b. Petugas melayani dengan sikap ramah

Gambar I1.1: Model kerangka penelitian tentang masalah
Pelayanan Administrasi Kependudukan
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pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

Pelayanan Publik

)
=]
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=
-
oo
W-—'
& Z
2 =
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C s
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e =
iy -
-
o 3
W .
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Sumber : Modifikasi Penulis 2020

2.4 Konsep Operasional

Rehability Empathy
(Kehandalan) (Empati)
Kecermatan 1. Melayani
Petugas direspon oleh . Kemudahan dengan tidak
dalam petugas dalam proses membedakan
melayani b.Pegawai - pelayanan masyarakat
masyarakat melakukan pelayanan (diskriminati)
2. Kemapuan pelayanan 2. Petugas 2. Petugas
petugas dengan cepat memberikan melayani
dalam dan tepat jaminan dengan sikap
menggunaka kepastian ramah
n alat bantu biaya dalam
dalam oroses pelavanan
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Dalam memberikan konsep ini penulis akan memberikan penafsiran
yang menyamakan pemikiran dalam analisa dalam penelitian ini, peneliti

mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian

ini
Sesual d
konsep
a.
g disebut
uhan dan
b.
C.

atau dari pemerintah dari kabupaten / kota kepada pemerintah desa.
Untuk menjalan tugas tertentu dengan kewajiban agar untuk melaporkan
dan mempertagungjabawankan tugas pelaksaannya kepada yang
menugaskanya.

d. Pelayanan publik adalah interaksi yang di lakukan seseorang atau

kelompok orang dengan landasan faktor material melalaui system
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f.

,prosedur dan metode tertentu dalam rangka untuk memenuhi

kepentingan orang lain dengan sesuai dengan haknya dan memalalui

perkenbangan pelayanan publik.

ngan menjadikan

H‘b\\“ .Qa enilai

pelayanan

gan tepat,

membantu

litas  yang

5. Empathy (Empati) Berakaitan dengan sikap pegawai perhatian
perorangan kepadapelanganya.
E-KTP adalah identitas resmi penduduk di Indonesia sebagai bukti diri
yang di terbitkan oleh intansi pelaksana yang berlaku diseluruh
wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Yang dimaksud

dengan E-KTP adalah Elektronik Kartu Tanda Penduduk yang
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dibuat secara Elektronik dalam artian baik secara fisik maupun

pengunaannya.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.1 :

dari
demensi

Assurance.

Administrasi

Petugas
melayani

C t

petugas
enggunakan
dalam

(Jaminan)
Tangible
(Berwujud)
Empathy
(Empati)
3.Assurance 1. Petugas
(Jaminan) memberikan
jaminan  tempat
waktu dalam
pelayanan.
1 3 4

2. Petugas memberikan
jaminan kepastian
biaya dalam
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pelayanan
4.Tangible 1. Fasilitas Fisik
(Berwujud) 2. Kemudahan  dalam

proses pelayanan

<
&

LANNNNNY

Sumber :

‘\\\\\

%



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB 111
METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitia

survey
pada saat
masalah Kua
pada Dinas
mengunaka
3.2. Lokas
Lokasi penelitian dilé - sia Jan siapiapi
sendiri merupakan 1b : dimana penulis
melakukan : i /pada _Di Kepen : atatan Sipil
Kabupaten Ra
kewenangan

kependudukan.

Adapun sampel untuk memilih informan adalah sebagaian dari
populasi yang hendak akan di teliti oleh sipenulis yaitu;
a) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan
Hilir.
b) Seketaris

c) Kabid pelayanan
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d) Masyarakat yang mengurus E-KTP di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 3.1 : : e-KTP pada dinas

3.4.

penulis didalam penelitia yang terdiri dari persyaratan, waktu
dan prosedur dalam pengurusan E-KTP.

b) Data Skunder adalah data yang digunakan penulis yakni data yang
diperoleh dari sumber yang sudah ada, untuk melengkapi data

primer yang didapatkan penulis seperti gambaran umum Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan
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alasan sebagai data pendukung guna untuk melengkapi data yang
terdiri dari gambaran umum Disdukcapil, Dokumen dan profil

Kabupaten Rokan Hilir.

langsung

lih, tujuan

tepat dari

yang sedang diteliti dengan alasan untuk mengetahui secara
langsung situasi dan kondisi dari lokasi penelitian yaitu pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir guna
memperoleh data mengenai kondisi pengurusan E-KTP di

Kabupaten Rokan Hilir.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu kegiantan atau sebuah teknik yang

akan di gunakan peneliti untuk memperoleh data sekunder dengan

3.6. Instr

penulis lebih berpelua 1k me or in anya berhenti

atau fokus

sekunder dalam penelitian ini penu apatkan melalui sumber dokumentasi
data dari intasi terkait, informasi pers, atau informasi relevan seperti laporan
hasil penelitian sejenis, jurnal, buku dan literatur lain yang sesuai dengan

topik penulis.
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3.7. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data diperlukan terkumpul data tesebut kemudian

dikelopomkan menurut. jenis dan macam data serta ditambahkan dengan

ung, dalam
i hasil
per an suatu

43



3.8. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel 111 .2 Jadwal Waktu Penelitian

Bulan /Minggu 2020/2021

Jadwal Oktober | November .| Desember | Januari
No | kegiatan

T 24374 11 213 (4.1 |2

1 Persiapan dan
Pengajuan UP

2 Seminar UP

3 Revisi UP

4 Penelitian
Lapangan

5 Pengelolaan
dan  Analisis
Data

6 Penyusunan
Laporan
(Skripsi)

7 Ujian Revisi

8 Revisi Skripsi

9 Pengesahan
dan
Penyerahan
Kripsi

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

4.1.2. Keadaan Penduduk

Pertubuhan penduduk dapat terjadi akibat 4 faktorkomponer
yaitu;
a. Tingkat kelahiran (fertilitas)
b. Tingkat kematian (mortalitas)

c. Migrasi masuk
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d. Migrasi keluar

Dan dari ke 4 (empat ) komponen tersebut saat ini jumlah penduduk

kabupaten Rokan hilir mencapai 639.802 jiwa.

sekolah umum dan dibawah ini akan disajikan tabel prasaranan sosial

dibidang pendidikan;
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Tabel 1V.1 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Rokan hilir

0 Tingkat Pendidikan Banyaknya (unit)

P
|

AN

fasilitas-
olong baik

TK sudah

WINAL

NEIR A

Ditinjau dari agama yangd

ebagaian besar masyarakat Rokan
Hilir yakni beragama islam dan hanya sebagaian kecil yang beragama non
islam yakni Kristen,Hindu,Budha Dan Kong Hu Cu. dan kehidupa umat
beragama sanganlah berdapingan dan harmonis, juga di bawah ini juga dapat
lihat jumlah rumah Ibada yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sebagai

berikut.
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Tabel 1V.2 Jumlah Sarana Tempat Ibadah Di Kabupaten Rokan Hilir

NO | Rumah Ibadah Jumlah/Unit
1 Masjid/Mushala 1.923

2 Gereja 280

3

4

5

dan Kelenteng

4.2. Profil
Dinas - an dan Pencatat: : Jokan Hilir di
bentuk berdasa eratura 3 s ’ 0: 4 Tahun

berupa pembuatan Dokumen Pencatatan Sipil Dan Pelayanan Adminitrasi
Kependudukan.

Utuk menujang Visi Program Pemerinyah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
yakni; terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir sebagai kawasa isdustri guna
menuju  masyarakat madani,mandiri dan sejahterah. Misi  untuk

mengwujudkan visi tersebut adalah;
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1. Membangun masyarakat rokan hilir yang berbudaya melayu,

berakhlak,beriman dan bertakwa

2. Memngebangkan industri hulu dan hilir pada sektor non minyak dan

mengimplementasikan pelayanan berbasis Goodgovernance.

Adapun misi yang di rumuskan dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupaten Rokan Hilir lalah:

1. Mewujudkan penyelengaraan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil yang bertangung jawab,bersih dan tranparan.
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2. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur bersinergi secara

internal dan ekstenal dipemerintahan, serta melakuakan kerja sama

dengan intitusi lain yang berkopetan dalam bidang kependudukan dan

hilir.

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Sub bagian sebagai mana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) hurup
a, hurup b, dan hurup c dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertangung jawab kepada

Sekretaris.
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5. Seksi sebagai mana dimaksud pada pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5)
dan ayat (6), hurup a, hurup b, dan hurup ¢ dipimpin oelh seorang

kepala seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berda dibawah dan
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Gambar 1V.1 : Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indetitas res Sa 1 K_mendeskripsikan

tentang er entan en denge akukan penulis

didalam

No pendidikan
1 S1

2 S2

3 D3

4 SMA

5 SMA

Adapun indentitas responden yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari
jenis kelamin, tingkat usia, tinggkat pendidikan, dan jabatan responden yang

akan di jelaskan dengan rinci di bawah ini.
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5.1.1. Jenis Kelamin Responden
Jenis kelamin sangatlah di perlukan dan akan disajikan sebagai bahan

penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih

sebagai

kelamin
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deskripsi Kkarateristik menurut umur dapat disajikan untuk lebih jelasnya

mengenai usia reponden yang dapat di lihat sebagai berikut.
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Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat Umur

Jumlah

Presentase

21-30

Responden

No

1

2 |SD

3 | SMP

4 | SMA 2 40%

5 | D1-D3 1 20%

6 | D4-S1 1 20%

7 |S2 1 20%

8 |S3 - -
Jumlah 5 100%
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Berdasarkan tabel V.3 terlihat bahwa mayoritas responden adalah tingkat
pendidikan SMA yakni sebayak 2 orang kemudian untuk tinggkat pendidikan
D4 -S1 sebayak 2 orang dan untuk pendidikan D1-D3 sebayak 1 orang.

5.2. Kualitas.Pelayanan Pernebitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan
Hilir.

Pelayanan publik iadalah ‘bentuk ‘jasa ‘pelayanan pada pelayanan jasa
maupun berbentuk barang yang pada prinsipnya menjadi berupa tangung
jawab bagi pemerintah pusat mau di maupun bagi pemerintah daerah dan
Sesuai ketentuan nya dan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dari penjelasan yang uraikan dapat di simpulkan merupakan
kegiatan perorangan maupun kelompok baik yang di lakukan pada pihak
instansi pemerintah mau swasta dan dalam bagian ini di-analisis mengenai
tanggapan responden /mic-berasal dari, malalui hasil wawancara yang di
lakukan di lapangan dan didasari oleh konsep operasional variabel penelitian
ada pada bab Il untuk lebih jelasnya akan di uraikan sebagai berikut.

5.2.1. Indikator Relibility (Kehandalan)

Dalam sebuah kebijakan..atau program disuatu pemerintah terkait
disuatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, reliability atau
kehandalan sangatlah di pelukan oleh seorang petugas atau pegawai di dalam
suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat reliability yakni
kemampuan institusi atau organisasi perakat daerah (OPD) untuk
memberikan pelayanan sesuai yang di janjikan secara akurat dan terpercaya.

Kinerja harus sesuai dengan harapan masyarakat yang berati ketepatan waktu
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dan pelayanan yang sama untuk semua kalangan masyarakat Tampa adanya

suatu kesalahan dan juga harus memiliki sikap yang simpatik terhadap

masyarakat.

o
a. Kecermatan petuga ‘
Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat atau dibuat oleh penulis
yakni kecepatan atau ketelitian pegawai atau petugas didalam melakukan
pelayanan terhadap masyarakat sangatlah diperlukan agar tidak terjadi
kelasahan yang di lakukan oleh petugas atau pegawai di dalam suatu

pelayanan, Maka dengan itu pegawai harus cermat selalu menyikapi

pelayanan terhadap masyarakat agar terciptanya pelayanan yang baik dan
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prima didalam suatu pelayanan terhadap masyarakat dan hasil wawancara
terhapat bapak Basarudin,SH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan hilir Hari Rabu 22 Juli 2021 beliau mengatakan.

“ya.. saya selakw pimpinan.di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan hilir sangat selalu menekankan kepada staf untuk bekerja
secara optimal dan selalu berkerja dengan baik dan penuh ketelitian dan
selau berhati-hati didalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat agar
terciptanya pelayanan:-yang prima dengan/selalu berkerja dengan efektif dan
efisien’ ('Bapak Basarudin,SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan hilir Rabu, 22 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan terkait
dengan indikator Relibility atau kehandalan yang di lakukan oleh pegawai
atau petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan
hilir bahwa pegawai atau petugas telah melakukan kewajiban nya terhadap
pelayanan kepada masyarakat dan sesual dengan arahan bapak kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan-Sipil-Kabupaten Rokan hilir terkait dengan
kecermatan petugas dalam melayani masyarakat terkait dengan pelayanan
Administrasi Kependudukan pada dinas kependudukan dan catatan sipil.
Kemudian kita akan melihat hasil wawancara dengan bapak Rujito selaku
masyarakat kelurahan Bagan Barat kecamatan Bangko pada hari Kamis 23
Juli 2021, Mengatakan :

“Tekait dengan kecermatan pegawai atau petugas sudah Kkita ketahui
bersama lah di dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat bisa
dikatakan cukup baik mengapa saya tidak mengatakan sangat baik atau baik
disini kita tidak bisa ukiri tegait dengan pelayanan yang diberikan oleh
pegawai atau petugas kerena masih adanya beberapa petugas yang belum
bisa memberikan pelayanan yang optimal masyarakat” ( Bapak Rujito selaku
Masyarakat di kelurahan Bagan Barat kecamatan Bangko, Pada Hari Kamis
23 Juli 2021)
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan terkait
dengan kecermatan petugas atau pegawai di dalam melakukan pelayanan

terhadap masyarakat dan masih ada beberapa oknum petugas atau pegawai

lapangan hari
petugas atau
Kependudukan
al dan sudah
sesuai d

Kabupate

SN

2.5
S
>
O
QD
g
=
o
=3
QD
3

pegawai
melakukan p
b. Kempuaan

pelayanan.

Didalam kemampuan pengunaan alat bantu oleh petugas atau pegawai
sangatlah diperlukan di dalam sebuah pelayanan yang akan di berikan oleh
petugas atau pegawai kepada masyarakat proses pelayanan sangatlah
dibutuhkan untuk kelancaran sebuah proses pelayanan yang akan di berikan,
didalam pengunaan alat bantu yang di maksud adalah alat bantu yang akan

digunakan didalam sebuah proses pelayanan seperti kamera untuk
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pengambilan gambar atau foto kartu tanda penduduk (E-KTP) juga
pengunaan komputer dan juga segala prakatnya untuk mencapai tujuan yang
sudah ditetapkan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak
Basarudin,SH<Kepala Dinas. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Rokan hilir hari Rabu 22 Juli 2021 pukul 10.30 WIB, beliau mengatakan :

“Masalah kemampuan petugas atau pegawai di dalam mengembangkan alat
bantu disini petugas.‘atau pegawai diletakkan' posisi nya sesuai dengan
keahlian dan kemampuan nya masing-masing di dalam mengunakan alat
bantu seperti komputer, kamera dan alat bantu lainnya”

Selanjutnya dapat di lihat hasil wawancara dengan Bapak

Syariyadi,SH.MH selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan hilir Pada Hari Kamis 23 Juli 2021, beliau
mengatakan :

“Terkait dengan ini jelas kemampuan petugas kami didalam menggunakan
alat bantu-sangat baik.kerena disini pegawai nya di letakkan posisi nya
sesuai dengan kemampuan nya masing-masing dan sesuai dengan arahan
dari bapak kepala dinas™

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan terkait
dengan kemampuan petugas di dalam mengunakan alat bantu dalam proses
pelayanan dapat dilihat seluruh_petugas atau pegawai yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hilir diletakkan kan
posisi seluruh petugas atau pegawai sesuai dengan kemampuan dan

keahliannya masing-masing didalam proses pelayanan.

5.2.2. Indikator Responsiviness (Kehandalan)
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Ketanggapan suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan
pelayanan yang cepat dan tepat terhadap masyarakat dan Menurut Lenvinne
seperti di kutip (Raminto dan Septi Winarsin 2005), Ketanggapan
(Responsiveness) ini. mengukur daya.tanggap provides terhadap harapan,
keinginan dan Aspirasi serta tuntutan coustomer. Husain Umar (2005)
mengutip pendapat Zeithanet.al. Mengatakan Responsiveness, yaitu respons
atau kesigapan karyawan dalam membantu Pelanggan atau memberikan
pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesigapan Karyawan dalam
melayani_pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi dan
Menangani keluhan pelanggan. Dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran tersebut secara efektif dan efesien berkaitan dengan pelaksanaan
pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik pada indikator
Responsiviness ini di jabarkan menjadi dua, bagian yakni semua keluhan-
keluhan direspon oleh petugas atau pegawai dan pegawai melakukan
pelayanan dengan cepat dan tepat Penilaian untuk mengukur keandalan
pelayanan dilihat melalui tiga unsur yaitu. keandalan SOP, keandalan
petugas, dan kecanggihan Teknologi dan- penulis menguraikan dari beberapa
sub indikator di atas, yakni:

a. Semua keluhan-keluhan di respon oleh pegawai

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat atau dibuat oleh penulis
terkait dengan keluhan adalah ekspresi perasaan ketidakpuasan atas standar
Pelayanan, dan keluhan-keluhan yang di respon oleh pegawai atau petugas

didalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat agar dapat terciptanya
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pelayanan yang efektif dan efisien di suatu pelayanan kerena sangat penting
agar terciptanya sebuah keberhasilan didalam suatu pelayanan terhadap
masyarakat dan hasil wawancara dengan Bapak Syariyadi,SH.MH selaku
sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hilir
Pada Hari Kamis 23 Juli 2021, beliau mengatakan :

“ya... Pasti jelas apapun keluhan-keluhan, yang ada ada pada masyarakat
terkait didalam melakukan pengurusan kartufanda penduduk pasti kami
akan ‘berupaya untuk mesrepon semua keluhan-keluhan yang ada, dan
masyarakat juga dapat menyampaikan seluruh keluhan-keluhan bisa melalui
langsung kepada kami maupun melalui kotak saran yang udah kamu siapkan
untuk masyarakat supaya kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik
lagi kepada masyarakat™

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diatas dapat
penulis ketahui terkait dengan indikator Responsiveness atau Aku yang
dilakukan oleh petugas atau pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan hitir adapun keluhan-keluhan yang disampaikan oleh
masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu direspon
oleh petugas atau pegawai yang di Dinas Kependudukan, tetapi masyarakat
juga bisa menyampaikan seluruh keluhan-keluhan yang ada bisa disampaikan
melalui kotak dan saran yang sudah disediakan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hilir. Kemudian juga hasil wawancara
dengan bapak Rujito selaku masyarakat kelurahan Bagan Barat kecamatan
Bangko pada hari Kamis 23 Juli 2021, beliau mengatakan :

“Terkait dengan responsiviness petugas terhadap keluhan-keluhan
masyarakat, memang petugas atau pegawai mesrepon apa yang kami
keluhkan tetapi hanyalah secara lisan saja dan bukan dengan tindakan
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lansung di ambil ditempat” (Bapak Rujito selaku Masyarakat di kelurahan
Bagan Barat kecamatan Bangko, pada hari Kamis 23 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
terkait dengan responsiviness petugas atau pegawai terhadap dengan keluhan-
keluhan masyarakat memang selalu merespon keluhan terhadap masyarakat
hanya dengan lisan aja bukan dengan tindakan yang diambil di tempat.

b. Pegawai melakukan pelayanan dengan cepat dan-tepat

Untuk mencapai suatu pelayanan yang prima dimana lebih
mengedepankan akspek mutu dan penguna jasa pelayanan untuk mencapai
tujuan tersebut maka di berikan lah pelayanan cepat dan tepat terhadap
masyarakat dan juga pelayanan tidak terbelit-belit dan mudah dijangkau oleh
masyarakat, Hakikat pelayanan publik dalam keputusan Hakikat pelayanan
publik dalam Keputusan. MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan
bahwa hakikat pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima Kepada
masyarakat yang merupakan Perwujudan kewajiban aparatur pemerintah
Sebagai abdi masyarakat dan hasil wawancara dengan Bapak
Syariyadi,SH.MH selaku. sekretaris' Dinas- Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan hilir~Pada Hari Kamis 23 Juli 2021, beliau
mengatakan :

“di sini kami sudah bekerja dengan optimal dan sesuai dengan standar
operasional prosedur yang berlaku, dan peraturan daerah yang berlaku
termasuk didalam waktu penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk
elektronik”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis diatas dapat penulis

ketahui terkait dengan indikator Responsiviness atau ketanggapan petugas
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atau pegawai dengan demikian dapat di ketahui bahwa seluruh petugas atau
pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Rokan hilir sudah bekerja secara optimal dan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku. Selanjutnya dapat-dilihat wawancara dengan bapak
Nanang selaku Masyarakat di kelurahan Bagan hulu kecamatan Bangko pada
hari Rabu 22 Juli 2021 beliau mengatakan bahwa.

“Kita sama-sama ketahui lah masalah pegawai yang ada di sini pegawai nya
kurang cepat dalam menanggapi suatu masalah yang ada contoh sering kali
pegawai tidak ada ditempat ntah dia kemana kita tidak tau ...dan ada juga
lagi pegawai yang terbelit-belit di dalam memberikan suatu pelayanan
terhadap masyarakat”.

Dengan demikian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis
di lapangan hari Kamis,23.Juli. 2021 pukul.10.30 WIB dapat di lihat kurang
baik nya pelayanan yang diberikan oleh petugas atau pegawai terhadap
masyarakat disini dapat di:lihat, kurang nya kesadaran petugas atau pegawai
terkait dengan perkerjaannya dan tanggung jawab yang di berikan kepadanya
contoh sepertl Sering tidak ditempat petugas dan juga masih adanya pegawai
yang terbelit-belit di dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
5.2.3. Indikator Assurance (Jaminan)

Assurance Yyaitu pengetahuan Dan kemampuannya untuk meyakinkan
Masyarakat Dapat dikatakan bahwa Jaminan berupa jamina ketepatan waktu
dan berikan upaya jaminan perlindungan untuk masyarakat Terhadap resiko
yang apabila resiko itu Terjadi akan dapat terjadi seperti kerahasiaan data
penduduk di dalam melakukan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik

atau segala pengurusan surat lainnya yang di lakukan oleh dinas
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kependudukan dan catatan sipil harus memperhatikan masalah terkait dengan
ketetapan waktu dan juga jangan sampai mengundur-undur waktu yang sudah
ditetapkan. Maka dengan demikian dapat penulis analisaMaka penulis
menguraikan.dari beberapa.sub indikator.di-atas, yakni:
a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan

dengan permasalahan yang di ‘angkat.dan buat olh penulis yakni petugas
memberikan jaminan tepat waktu di dalam pelayanan terhadap masyarakat
sangatlahdiperlukan agar masyarakat dapat jaminan waktu didalam
pengurusan kartu tanda penduduk maka dengan demikian dapat penulis
analisa yang mana ketepatan waktu yang dilakukan oleh petugas didalam
meberikan-suatu pelayanan terhadap masyarakat sangatlah kurang baik
kerena Waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran batas waktu yang telah
ditetapkan-oleh Dinas /Kependudukan dan,Catatan Sipil" Kabupaten Rokan
hilir untuk menyelesaikan akta E-KTP yang diajukan oleh masyarakat pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan hilir yang sudah
ditetapkan lebih dari 30hari jam kerja kerena tidak sesuai dengan peraturan
daerah kabupaten Rokan hilir. nomor 4.tahun 2015 terkait dengan batas waktu
penebitan kartu tanda penduduk. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan
kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk Hari Senin 27 Juli 2021
beliau mengatakan bahwa.

“Kalau kita masalah ketepatan waktu di dalam melakukan pembuatan KTP
pasti lah kami akan memberikan seluruh kemampuan yang kita miliki
didalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, tetapi tidak bisa kita
pungkiri masalah ketelabatan didalam pembuatan E-KTP yaa.....kami akui
kerena ada penyebabnya yang tidak kita inginkan masalah jaringan ,



66

kosongnya blangko tinta dan lainnya tetapi kami akan lebih berusaha
semaksimal lagi didalam ketepatan waktu dalam pembuatan E-K7P .
Selanjutnya dapat di lihat hasil wawancara dengan Bapak Nanang selaku

Masyarakat di kelurahan Bagan hulu kecamatan Bangko pada hari Rabu 22
Juli 2021 beliau mengatakan bahwa.

“Selama ini waktu penyelesaian kartu tanda penduduk elektronik saya sudah
memakan-waktu satu bulan lebih kerena dengan berbagai alasan atau
berbagai hal seperti.pegawai' yang mengurus: KTP sering keluar pada jam
kerja yang mengakibatkan perkejaan yang semestinya selesai dalam 30 hari
baru selesai 60 hari bahkan bisa mau lebih .

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan pada hari Kamis,23 juli
2021 pukul 10.30 WIB dapat penulis simpulkan terkait dengan jaminan
tempat waktu didalam proses penerbitan kartu tanda penduduk dan dapat
dilihat masalah keterlambatan penyelesaian pengurusan kartu tanda penduduk
masih melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah
kabupaten Rokan hilir terkait Jamanya penyelesaian waktu pengurusan yang
harus 30 hari jam kerja menjadi 60hari jam kerena di sebabkan berbagai
macam faktor seperti jaringan, blangko,tinta dan lainnya dan juga pengawai

tidak berada di tempat di jam kerja.

b. Petugas meberikan jaminan kepastian biaya didalam pelayanan

Salah satu item yang tidak kalah pentingnya dari demesi Assurance atau
jaminan yang harus di berikan oleh petugas pegawai ialah jaminan terkait
biaya didalam pengurusan penerbitan kartu tanda penduduk, jaminan pegawai
didalam memberikan kepastian biaya akan dapat menimbulkan kepercayaan

masyarakat terhadap pelayanan di Disdukcapil kabupaten Rokan hilir, dan
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biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan biaya didalam
pelayanan termasuk rincian yang harus ditentukan secara konsisten dan tidak
ada boleh diskriminasi terhadap masyarakat sebab akan bisa menimbulkan
ketidak percayaan masyarakat terhadap kepada yang memberi pelayanan. Dan
dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala bidang
pelayanan pendaftaran penduduk Hari: Senin. 27 Juli 2021 beliau mengatakan
bahwa.

“biaya yang dikenakan terhadap masyarakat didalam melakukan setiap
pengurusan yang telah ditetapkan dengan baik oleh pemerintah terkait
dengan biaya terkhusus penerbitan kartu tanda penduduk elektronik sudah
digratiskan oleh pemerintah alias gratis terhadap masyarakat yang ingin
mengurus KTP-E"".

Berdasarkan hasil wawancara yang.lakukan penulis diatas dapat
disimpulkan terkait dengan indikator Assurance atau jaminan didalam
masalah "biaya yang dikeluarkan roleh “masyarakat didalam melakukan
pengurusan kartu tanda penduduk elektronik di Disdukcapil tidak dipungut
biaya alias gratis kerena sesuai dengan peraturan Daerah kabupaten Rokan
hilir Nomor 4 Tahun.2015 dan sesuai dengan SOP yang ada Disdukcapil
kabupaten Rokan Hilir. Kemudian kita akan melihat hasil wawancara dengan
bapak Nanang selaku masyarakat kelurahan Bagan hulu kecamatan Bangko
pada hari Rabu 22 Juli 2021, beliau mengatakan bahwa.

“Sebenarnya biaya yang ditetapkan oleh dinas kependudukan dan catatan
sipil kabupaten Rokan hilir tidak ada alias gratis namun masih ada beberapa
oknum pegawai yang meminta uang dengan alasan pembelian map untuk
keperluan pengurusan KTP-E".
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis diatas atas dapat
penulis simpulkan terkait dengan biaya didalam pengurusan kartu tanda
penduduk elektronik di Disdukcapil tidak dipungut biaya tetapi ada beberapa
oknum pegawal yang meminta uang kepada masyarakat didalam melakukan
pengurusan KTP-E di Disdukcapil kabupaten Rokan hilir.

5.2.4. Tangible (Berwujud)

Kemampuan disuatu pelayanan didalam menunjukkan eksistensi nya
kepada masyarakat harus memiliki penampilan dan kemampuan Sarana dan
prasarana yang ada didalam sebuah kedinasan atau kantor yang dapat
diandalkan keadaan lingkungan nya berupa bukti nyata dari pelayanan yang
akan diberikan oleh dinas atau kantor hal ini meliputi fasilitas fisik contoh :
gedung, pakiran, ruang tunggu, gudang dan keadaan fisik lainnya serta
kelengkapan dan peralatan yang digunakan seperti teknologi serta penampilan
pegawainya yang ini Jadi yang dimaksud dengan dimensi tangibles adalah
suatu lingkungan fisik di mana jasa disampaikan dan di mana Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan masyrakat berinteraksi dan komponen-
komponen tangibles akan memfasilitasi.dinas kependudukan dan catatan sipil
kabupaten Rokan hilir pelayanan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat
Menurut Tjiptono, 2012 berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan,
peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi
perusahaan. Sub indikator dari dimensi tangible meliputi : Fasilitas fisi dan
Kemudahan didalam pelayanan Untuk mengetahui tentang tanggapan

responden terhadap setiap sub indikator tersebut Maka dengan demikian
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dapat penulis analisa Maka penulis menguraikan dari beberapa sub indikator

di atas, yakni:

a. Fasilitas Fisik

alam proses
serta mudah
nya, tersedia
yang nyaman

ada di Dinas

mengatakan.

“terkait..... Sarana dan prasarana terhadap untuk pelayanan pembuatan
Pernebitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hilir telaah cukup baik kerena adanya
ruang tunggu yang memadai serta adanya sarana pendukung lainnya seperti
halaman parkir yang cukup luas dan pendukung lainnya”.
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Sedangkan selanjutnya kita dapat melihat hasil wawancara dengan bapak
Nanang selaku masyarakat kelurahan Bagan hulu kecamatan Bangko pada
hari Rabu 22 Juli 2021, beliau mengatakan bahwa.

“sarana Dan-prasarana yang terdapat di-Disdukcapil kabupaten Rokan hilir
kurang.memadai kerena ruang tunggu yang kurang besar dan sempit apa
bila ramai masyarakat yang ingin mengurus sesuatu disini .

Berdasarkan hasil, observasi yang ditakukan penulis dilapangan pada hari
Kamis,23.Juli 2021 pukul 10.30 WIB terkait dengan pasilitas fisik dinas
kependudukan dan catatan sipil kabupaten Rokan hilir dari situ penulis
simpulkan bahwa Sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan pelayanan
terhadap masyarakat kurang baik kerena sarana dan prasarana masih perlu
ditambah kembali seperti contoh kursi tunggu, dan walaupun telah ada sarana
dan prasarana yang baik seperti lahan pakir yang cukup luas untuk
masyarakat yang melakukan:pengurusan Risdukeapil kabupaten Rokan hilir.
b. Kemudahan didalam proses pelayanan

Kemudahan didalam proses pelayanan yakni kemudahan penguna layanan
didalam mengurus keperluan dikantor pelayanan seperti didalam melakukan
proses pelayanan terhadap penebitan kartu tanda penduduk -elektronik
kemudahan didalam prosedur pelayanan penebitan KTP-E sangatlah di
perlukan agar masyarakat dapat memperoleh kemudahan didalam pengurusan
agar pelayanan bisa lebih cepat, dan kemudahan yang diberikan adalah
dengan memberikan syarat-syarat yang dibutuhkan masyarakat untuk

menyelesaikan keperluan didalam melakukan pengurusan.
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Prosedur didalam melakukan pelayanan yang diberikan oleh petugas atau
pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hilir
sudah di lakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh dinas
dan masyarakat harus mengikuti persyaratan yang..ada sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Disdukcapil hal ini sesuai dengan hasil wawancara
terhadap bapak Syafriyadi,SH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan hilir Hari Rabu 22 Juli 2021 beliau mengatakan.

“selama ini kami sudah memberikan segala kemudahan prosedur didalam
melakukan pengurusan dokumen E-KTP di Disdukcapil seperti pegawai
selalu “melakukan pemeriksaan dokumen dokumen yang dibawa oleh
masyarakat agar tidak terjadi nya kelasahan didalam melakukan pengurusan
di Disdukcapil kabupaten Rokan hilir”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan
bahwa terkait dengan indikator Tangible atau berwujud didalam masalah
kemudahan didalam prosedur dalam pelayanan terhadap penebitan KTP-E di
kantor Disdukecapil kabupaten Rokan hilir sudah cukup baik dijalankan
kerena melibatkan lansung pegawai didalam pemeriksaan seluruh dokumen-
dokumen yang masuk. di Disdukcapil kabupaten Rokan hilir. Selanjutnya
dapat di lihat hasil wawancara dengan Bapak Nanang selaku Masyarakat di
kelurahan Bagan hulu kecamatan Bangko pada hari Rabu 22 Juli 2021 beliau
mengatakan bahwa.

“ Terkait masalah kemudahan di dalam prosedur pembuatan E-KTP di
Disdukcapil kabupaten Rokan hilir Telah cukup baik namun masih sering ada
beberapa yang kurang dipahami oleh masyarakat didalam melakukan
pengurusan seperti banyaknya berkas yang harus kami Bawak didalam
pengurusan”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di atas dapat

disimpulkan terkait dengan kemudahan didalam prosedur pengurusan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik Disdukcapil kabupaten Rokan hilir dapat

pelayanan terhadap masyarakat, Empati adalah dimensi yang memberikan
peluang besar untuk memberikan pelayanan yang bersifat “surprise”. ialah
petugas atau pegawai dengan  tidak membedakan masyarakat atau
diskriminasi serta petugas melakukan pelayanan dengan sikap yang ramah
salah satu unsur yang harus di perhatikan pegawai didalam melayani

masyarakat dilihat dari demesi empati yaitu tidak membedakan dan
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keramahan dan faktor pendorong empati adalah hubungan rekan kerja yang
baik Hubungan rekan kerja ialah pola interaksi yang terjalin antara satu
pegawai dengan pegawai lainnya dalam dunia kerja dan Faktor pendorong
timbulnya empati Adalah..pemimpin_kerena pemimpin sangat diperlukan
didalam meningkatkan empati sedangkan pendapat dari Goleman (2003)
faktor yang Dapat mendorong: seseoraberkaitan dengan pelaksanaan
pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk €lektronik pada indikator
Relibility-ini di jabarkan menjadi dua bagian yakni kecepatan petugas dalam
melayani masyarakat dan kemampuan petugas dalam mengunakan alat bantu
dalam proses. Maka penulis menguraikan dari beberapa sub indikator di atas,
Empati inidi jabarkan menjadi dua bagian yakni melayani dengan tidak
membedakan masyarakat (diskriminasi) dan petugas melayani dengan sikap
yang ramah Maka penulis menguraikan daribeberapa sub indikator di atas,
yakni:
a. Melayani dengan tidak membedakan masyarakat

Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa
pelayanan baik itu berupa barang ataupun jasa pada prinsipnya memiliki rasa
tanggung jawab dan dilaksanakan antar pemerintah pusat maupun di daerah
misal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hilir
dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kerena birokrasi publik
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik
dan profesional terhadap masyarakat dalam artian tidak membedakan-

bedakan masyarakat didalam melakukan pelayanan penerbitan kartu tanda
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penduduk elektronik. Didalam paradigma The New Public Service (NPS)
Menempatkan warga tidak hanya sebagai customer tetapi sekaligus
masyarakat dipandang sebagai citizens yang mempunyai hak untuk
mendapatkan« pelayanan «publik yang..berkualitas dari negara (birokrasi
publik). Adapun hasil wawancara dengan bapak Basarudini,SH Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan'Sipil Kabupaten Rokan hilir hari Rabu 22 Juli
2021 pukul 10.30 WIB, beliau mengatakan :

“ya.... Jelas disini kami sebagai pelayan masyarakat harus bekerja keras dan
bersuguh-sunguh dan tidak Diskriminatif terhadap masyarakat dan betugas
tau pegawai disini tidak dibenarkan untuk mebeda-bedakan masyarakat baik
itu orang.-Melayu, batak, tiong hoa, Minang mau pun suku lainya semua
diberlakukan sama didalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis diatas terkait dengan
indikator Empati didalam masalah melayani masyarakat dengan tidak
membedakan-bedakan masyarakat \dengan-demikian dapat diketahui bahwa
pegawai ataupun petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan hilir sudah berkerja secara bersungguh-sungguh dan tidak
membedakan-bedakan-masyarakat didalam melakukan pelayanan pengurusan
KTP-E di Disdukcapil kabupaten Rokan hilir. Kemudian kita akan melihat
hasil wawancara dengan bapak Rujito selaku masyarakat kelurahan Bagan
Barat kecamatan Bangko pada hari Kamis 23 Juli 2021, Mengatakan :

“selama ini pegawai melakukan tugasnya dengan baik tetapi masih ada
beberapa pegawai tidak melakukan tugasnya sebagai mana mestinya dalam
artian masih ada yang membedakan-bedakan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan

bahwa masih ada beberapa petugas atau pegawai yang tidak melakukan
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tugasnya dengan semana mestinya didalam melakukan pelayanan terhadap

masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis dilapangan dapat

menghargai dan menghormati didalam melakukan pelayanan terhadap
masyarakat dan keramahan petugas adalah bentuk penghargaan mereka
terhadap masyarakat hal seperti ini sangatlah dirasakan sekali oleh
masyarakat bila mereka melayani dengan sikap yang baik dan sopan serta
menghargai masyarakat dan ini sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh

dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Rokan hilir terhadap para
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pegawainya dalam memberikan pelayanan harus menunjukkan sikap yang
baik,jujur, sopan dan ramah terhadap para penerima layanan. Dan penuli
melakukan wawancara terkait dengan petugas melayani dengan sikap ramah
dapat dilhat.hasil ‘wawancara dengan.Bapak Syafriyadi, SH.MH selaku
sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hilir
Pada Hari-Kamis 23 Juli 2021} beliau mengatakan :

“Jelas..... Disini pegawai kami ajarkan dan kami tekankan agar melayani
masyarakat harus dengan sepenuh hati kerena kepuasan masyarakat adalah
bulkti keberhasilan kita didalam melayani masyarakat”.

Selanjutnya dapat dilihat hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku

Masyarakat di kelurahan Bagan hulu kecamatan Bangko pada hari Rabu 22
Juli 2021 beliau mengatakan bahwa.

“kalau pegawai disini menurut saya ramah ramah, tetapi tidak semua nya
masih ada beberapa pegawai yang bisa di katakan cuek-dan mungkin saya
saat itu lagi dapat pegawai yang ramah”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis dilapangan pada hari
Kamis,23 Juli 2021 pukul 10.30 WIB dapat penulis simpulkan terkait
dengan indikator empati keramahan petugas didalam melayani masyarakat
didalam pelayanan penebitan KTP-E..dan dapat dilihat pegawai sudah
diarahkan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati agar terciptanya
kepuasan terhadap masyarakat di Disdukcapil kabupaten Rokan hilir, tetapi
tidak semua pegawai yang menjalankan tugasnya masih ada beberapa
pegawai yang masih cuek dan menggabaikan tugasnya didalam melakukan

pelayanan terhadap masyarakat.
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5.3. Faktor-faktor penghambat kualitas pelayanan penerbitan kartu tanda
penduduk elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Rokan hilir

paik dikantor dinas

yang
.’= hilir - yakni

SN )

ng harus dibawa

antor Disdukcapil

5. Kurangnya kehandalan atau skill yang di miliki oleh pegawai

Disdukcapil kabupaten Rokan hilir.
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BAB VI
PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

w%%ﬁlgﬁtdﬂﬂpﬁﬁ) aka penulis dapat
% o
simpulkan'te : : O
Elektronik ‘pada s Kepend ) Kabupaten Rokan
Hilir, dan ala enelitia r ndikator antara lain
Reliability
Tangible (empati) didalam 0eberapa yang tidak

terlaksana sepe ada indik Sura ; lamanya waktu

didalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan tidak ada tindakan yang
di ambil di tempat oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan hilir,
B. Hambatan Pelayanan
Terkait dengan kualitas pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk

elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan
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hilir, menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaanya adapun hambatan
tersebut anatara lain.

1. Kurangnya fasilitas pendukung untuk melakukan pelayanan terhadap

S dilapangan serta

s kemukakan ada

yang baik dikantor dinas
kependudukan dan catatan sipil kabupaten Rokan hilir, guna untuk
meningkatkan pelayanan.

2. Perlunya peningkatan disiplin pegawai agar tidak meninggal kan
perkerjaannya didalam jam kerja.

3. Sebaiknya diberikan penjelasan mengenai persyaratan yang

ditetapkan oleh pihak Disdukcapil kabupaten Rokan hilir.
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4. Sebaiknya pegawai harus tanggap dan respon terhadap masyarakat

yang melakukan disetiap urusan terutama dalam pembuatan

Pernebitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
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